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Abstrak
Pembangunan di bidang perbankan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan bank kepada masyarakat pengguna jasa-jasa perbankan, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Pembangunan di bidang perbankan salah satunya meningkatkan kualitas pelayanan jasa perbankan untuk mempermudah masyarakat dalam mengunakan jasa perbankan tersebut. Pelayanan jasa perbankan yang dilaksanakan oleh bank dengan nasabah didasarkan pada sebuah perjanjian pembukaan rekening. Perjanjian pembukaan rekening yang dibuat dengan banyak penafsiran yang luas akan mengakibatkan penafsiran yang berbeda. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisa pemblokiran rekening secara sepihak oleh PT. Bank CIMB Niaga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tanggungjawab bank atas pemblokiran rekening secara sepihak yang didasari norma “Bank dengan pertimbangannya sendiri dapat memblokir rekening nasabah”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tehnik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan metode preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar bahwa pemblokiran rekening secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga Kota Padang atas dasar norma “bank atas pertimbangannya sendiri berhak memblokir sementara dan/atau menutup rekening” tafsirannya terlalu luas mengenai pertimbangan untuk memblokir rekening nasabah serta jangka waktu pemblokiran sementara tersebut. 
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Abstract
Development in the banking sector is aimed to improve banking services to the community  so that national development will be running smoothly. The purpose of development in the field of banking is to improve the quality of banking services to facilitate the public in using the banking services. Banking services are based on an account opening aggrement. Account opening agreement which is made with a lot of wide interpretation would result of different interpretation. The objectives of this study are to analyze account blocking by PT. CIMB Niaga in compliance with the laws and regulations as well as responsibility for the bank account blockingthat is based on the norm “Bank in its sole discretion can block the customer account”. This research is a normative legal research. The approaches used in this research are statute, conceptual and case. The type of material used are the primary, secondary and tertiary legal materials.legal material collection technique in this study is literature study on legal materials, which are primary, secondary, and tertiary legal materials. Analysis technic of legal materials in this study is using a prescriptive method. Based on the research results that had been obtained, it can be concluded that in general account blocking conducted by PT. CIMB Niaga in Padang on the basis of norms “bank reserves the right in its sole discretion to block temporarily and/or close the account” has too wide interpretation of the judgment to block customer accounts as well as the temporary blocking period.















Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Alinea keempat pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan dari pembentukan negara Indonesia adalah: 
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.
Perkembangan perekonomian nasional semakin lama semakin berkembang. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional. Sektor perbankan merupakan suatu sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Sebagai upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan tersebut, dunia perbankan telah menunjukan perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian Internasional serta sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat. Selain karena kebutuhan, perbankan menjadi suatu cara khususnya bagi golongan pelaku usaha untuk melakukan transaksi pembayaran, pengiriman uang dan juga penyimpanan uang karena dalam melakukan transaksi bisnis terutama dalam transaksi pembayaran mereka menggunakan jasa perbankan. Hal ini seiring dengan semakin cepat dan bervariasinya aktivitas masyarakat umumnya, dan para pelaku usaha khususnya dalam bidang perekonomian.
Pergerakan ekonomi yang demikian cepatnya menuntut adanya sarana dan prasarana yang memadai, yang dapat mendukung serta mempercepat transaksi-transaksi baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral. Sehubungan dengan hal tersebut, kepercayaan masyarakat mulai bergeser kepada peranan ekonomi yang secara nyata mengutamakan kecepatan dan efisiensi bagi transaksi yang diadakan oleh masyarakat, termasuk peranan ekonomi dalam perbankan. Peranan dan fungsi perbankan secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ekonomi, yaitu memberikan jasa dalam mekanisme sistem pembayaran.
Semakin berkembangnya jasa perbankan maka harus disertai pula perangkat hukum yang memadai. Hal ini untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat pengguna bank, terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi para nasabah bank. Perlindungan hukum yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut dan dengan sendirinya dapat meningkatkan jumlah nasabah bank yang bersangkutan.
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Selanjutnya, menurut Pasal 1 angka (2) UU Perbankan menyatakan bahwa : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Mengenai fungsi bank dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bahwa, “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Berdasarkan ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (lack of funds). Fungsi perbankan dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat membuat bank menawarkan beragam produk untuk menarik minat nasabah agar menyimpan dananya di bank. Selain itu, pihak bank juga membutuhkannya untuk menyalurkan dananya ke masyarakat agar operasionalnya dapat berjalan dengan lancar. Bila bank berhasil menghimpun dana dari masyarakat namun gagal menyalurkan dananya bukan tidak mungkin bank tersebut akan mengalami kerugian.
Salah satu usaha bank adalah memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Pemindahan uang atau yang disebut transfer uang melalui bank adalah pengiriman uang atas permintaan pihak pengirim (transfetor) dengan menggunakan bank sebagai perantara (transfetor bank), dimana bank tersebut memberikan instruksi bayar kepada bank lain (transferee bank), agar uang tersebut dibayar kepada pihak yang dituju (beneficiary, transferee).​[1]​ Pengaturan mengenai transfer dana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana (selanjutnya disebut UU Transfer Dana). 
Permasalahan muncul saat bank atau nasabah melakukan kekeliruan ketika melakukan transaksi layanan pemindahan uang atau pengiriman uang. Salah satu kasus salah transfer terjadi di kota Padang antara Rosman M, Tai Teck Chuan dan CIMB Niaga Syariah cabang kota Padang. Kasus bermula saat Tai Teck Chuan melakukan transaksi pengiriman uang kepada Rosman M melalui CIMB Bank Berhard yang berkedudukan di Kuala Lumpur Malaysia. Transaksi pengiriman uang dilakukan Tai Teck Chuan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan telah tercatatnya dalam buku tabungan Rosman M dan telah Rosman M tarik sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saldo bersisa Rp.30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah). Tanpa sepengetahuan Rosman M, Tai Teck Chuan meminta PT. CIMB Niaga Syariah untuk memblokir rekening Rosman M karena Tai Teck Chuan merasa melakukan kelebihan pengiriman uang.
Berdasarkan Pasal 40 UU Tranfer Dana menyatakan bahwa : “Proses Transfer Dana berakhir pada saat Dana hasil transfer diterima oleh Penerima atau Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”. Berkaitan dengan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, seharusnya uang yang telah dikirim oleh Tai Teck Chuan kepada Rosman M sudah menjadi hak dari Rosman M. Pada kenyataannya bank melakukan pemblokiran rekening Rosman M atas permintaan Tai Teck Chuan tanpa sepengetahuan dan izin dari Rosman M atas kekeliruan jumlah dana yang dikirim.
Pemblokiran rekening nasabah perlu terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemilik rekening yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan rekening nasabah merupakan rahasia bank yang harus dijaga kerahasiaannya oleh bank. Hal ini sesuai dengan Pasal 40 UU Perbankan yang menyatakan bahwa :
(1)	Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.  
Ada beberapa pengecualian rahasia bank dapat dibuka, sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A UU Perbankan sebagai berikut :
1.	Untuk kepentingan perpajakan
2.	Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BPUPLN/PUPN
3.	Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana
4.	Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah
5.	Dalam tukar menukar informasi antar bank
6.	Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya
Bank dalam hal ini, melakukan pemblokiran rekening Rosman M. tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari nasabah yang bersangkutan dan beralasan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam syarat dan ketentuan umum pembukaan rekening. Adapun isi syarat dan ketentuan pemblokiran rekening nasabah PT CIMB Niaga khususnya pada pasal mengenai pemblokiran dan penutupan rekening yaitu :
1.	Nasabah setiap saat dapat memblokir untuk sementara dan/atau menutup rekening melalui pemberitahuan tertulis. Permintaan untuk melepaskan blokir oleh nasabah wajib dilakukan secara tertulis pula.
2.	Bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara dan/atau menutup rekening.
3.	Dalam hal rekening telah ditutup, nasabah berkewajiban untuk sesegera mungkin mengembalikan kepada bank semua dokumen milik bank, termasuk media instruksi yang belum dipakai dan masih ada padanya.
4.	Saldo rekening yang telah ditutup, apabila tidak diambil oleh nasabah dalam 6 bulan setelah tanggal penutupannya, maka bank berhak mengenakan biaya administrasi dengan memotong saldo bersangkutan sampai saldo rekening menjadi nihil.
5.	Pemutusan dan pengalihan hak jasa perbankan elektronik. Nasabah dapat memutuskan penggunaan jasa dengan pemberitahuan secara tertulis 30 hari sebelumnya. Nasabah tidak boleh mengalihkan penggunaan jasa, sebagian atau keseluruhan, tanpa izin tertulis lebih dahulu dari bank. Mengingat sifat jasa yang diberikan, maka bank mempunyai hak untuk setiap waktu memutuskan atau mengalihkan penggunaan jasa, sebagian atau keseluruhan, kepada perusahaan afiliasi bank, dengan ketentuan bahwa pengalihan tersebut tidak membawa pengaruh yang merugikan nasabah secara materiil.
Kesalahan transfer yang disertai dengan pemblokiran rekening yang dilakukan oleh bank tentunya merugikan nasabah apalagi tanpa adanya pemberitahuan kepada pemilik rekening terlebih dahulu. Kewenangan bank terkait pemblokiran suatu rekening tidak termuat dalam UU Perbankan, UU Perbankan hanya menjelaskan mengenai pembukaan rahasia bank. Kewenangan bank terkait pemblokiran hanya tersirat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lain. Pengertian pemblokiran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana termuat dalam Pasal 1 angka (6) yang berbunyi:
Pemblokiran adalah pembekuan sementara harta kekayaan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tujuan untuk mencegah dialihkan atau dipindahtangankan agar orang tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta kekayaan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh dari dilakukannya tindak pidana tersebut.
Disebutkan juga dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang menyebutkan bahwa: “Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu”. Selanjutnya dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:
Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:
a.	Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik
b.	Tersangka, atau
c.	Terdakwa
Pengaturan lain yang memuat masalah pemblokiran terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang berbunyi:
Pemblokiran dan atau penyitaan Simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
Berdasarkan hal di atas, pemblokiran rekening oleh pihak bank didasarkan pada beberapa alasan, bisa dari kepentingan bank misalnya terjadi suatu tindak pidana pencucian uang atau bisa dari kepentingan nasabah itu sendiri misalnya dikarenakan adanya pembobolan rekening. Alasan pihak bank untuk melakukan pemblokiran dengan argumen hukum adalah alasan yang cukup kuat, namun apabila pemblokiran tersebut dilakukan tanpa ada argumen hukum yang jelas maka hanya akan merugikan nasabah bahkan dapat menimbulkan sejumlah kerugian dari segi lain. Apalagi pemblokiran tersebut dilakukan oleh pihak bank tanpa adanya pemberitahuan kepada pemilik rekening atau nasabah. Kerugian akibat pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pihak bank berdampak nasabah tidak bisa melakukan penarikan dana, tidak bisa melakukan pentransferan dana, apalagi melakukan penyimpanan dana. Pihak bank maupun nasabah tidak ada yang mau disalahkan apabila terjadi pemblokiran rekening. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menentukan siapa yang telah melakukan kesalahan apakah bank yang sepihak melakukan pemblokiran secara sepihak atau nasabah yang telah mengalami kerugian akibat adanya pemblokiran rekening yaitu dengan jalur hukum.
Masalah-masalah yang muncul terkait pemblokiran rekening sepihak menjadi kajian yang menarik, sehingga penting dan perlu diteliti untuk melihat sejauh mana peraturan-peraturan yang ada dapat memberikan kepastian hukum atas dampak kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK BANK (Studi Kasus PT. CIMB Niaga Kota Padang)”.

METODE
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.​[2]​ Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.​[3]​
Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena terjadi kekosongan norma yang mengatur mengenai status tenaga kerja program pemagangan yang berubah status menjadi pekerja biasa sebagai akibat dari perjanjian pemagangan yang tidak tertulis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, data-data diperoleh melalui studi pustaka dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan masalah sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.
Hasil Penelitian
Pengaturan mengenai pemblokiran rekening tidak termuat dalam UU Perbankan melainkan hanya tersirat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lain yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedikit pengaturan yang mengatur mengenai pemblokiran rekening dalam peraturan perundang-undangan mengharuskan bank membuat suatu peraturan terkait pemblokiran. Peraturan ini diwujudkan dalam Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut SOP) dan perjanjian pembukaan rekening.
Kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah kasus antara PT CIMB Niaga dengan nasabahnya Rosman M. Rosman M adalah nasabah Bank CIMB Niaga sekaligus merupakan pengusaha yang sering melakukan transaksi pengiriman maupun penarikan uang melalui Bank CIMB Niaga. Penarikan maupun pengiriman uang dilakukan untuk usahanya sebagai pengusaha yang bekerjasama dengan Ismail Novendra sebagai pemilik armada truk dan Edisnal sebagai pemilik pekerjaan pengangkutan besi baja. Sementara itu Rosman M memiliki rekan kerja yang berada di Kuala Lumpur Malaysia yang bernama Tai Teck Chuan. Permasalahan muncul ketika Rosman M ingin melakukan transaksi penarikan uang. Penarikan uang tersebut dimaksudkan untuk pembayaran armada truk kepada Ismail Novendra dan pemilik pekerjaan pengangkutan besi baja kepada Edisnal.
Ketika Rosman M melakukan transaksi penarikan uang melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (selanjutnya disebut ATM) ternyata Rosman M tidak bisa melakukan transaksi penarikan dana tersebut. Penarikan tersebut dilakukan Rosman M sebanyak 2 (dua) kali yang semuanya mengalami kegagalan. Penarikan yang dilakukan oleh Rosman M terjadi pada tanggal 21 Juni 2012. Merasa gagal melakukan transaksi pengiriman uang, akhirnya Rosman M melakukan konfirmasi kepada pihak bank. Setelah dilakukan konfirmasi kepada pihak bank, ternyata kegagalan dalam melakukan transaksi penarikan uang yang dilakukan oleh Rosman M akibat dari pemblokiran yang dilakukan oleh bank. Bank memblokir rekening dari Rosman M dikarenakan ada permintaan pemblokiran oleh nasabah lain karena kelebihan transfer yang ditujukan kepada Rosman M. permintaan pemblokiran dilakukan oleh rekan kerja Rosman M yakni Tai Teck Chuan yang berkedudukan di Kuala Lumpur Malaysia melalui CIMB Berhard. Tai Teck Chuan melakukan transaksi transfer dana kepada Rosman M sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah dibuktikan dengan telah tercatatnya dalam buku tabungan Rosman M bahkan telah ditarik oleh Rosman M sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga saldo pada waktu itu berjumlah Rp.30.200.00,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah). Tai Teck Chuan yang merasa melakukan kelebihan transfer akhirnya meminta pemblokiran kepada bank agar dana kelebihan yang ditransfer oleh Tai Teck Chuan yang seharusnya pengiriman dana tersebut sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
Kasus yang disebutkan di atas muncul akibat adanya ketidakpuasan nasabah akibat pemblokiran yang dilakukan oleh Bank CIMB secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan dari pemilik rekening yakni Rosman M. Pemblokiran rekening yang dilakukan oleh Bank CIMB tersebut dianggap merugikan Rosman M yang tidak bisa melakukan transaksi penarikan maupun pengiriman uang. Bank dalam hal ini menganggap bahwa pemblokiran rekening yang dilakukan telah sesuai dengan pertimbangan dalam isi perjanjian pembukaan rekening.  Adapun isi dari syarat pembukaan rekening mengenai pemblokiran dan penutupan rekening Bank CIMB yaitu :
a)	Nasabah setiap saat dapat memblokir untuk sementara dan/atau menutup rekening melalui pemberitahuan tertulis. Permintaan untuk melepaskan blokir oleh nasabah wajib dilakukan secara tertulis pula.
b)	Bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara dan/atau menutup rekening.
c)	Dalam hal rekening telah ditutup, nasabah berkewajiban untuk sesegera mungkin mengembalikan kepada bank semua dokumen milik bank, termasuk media instruksi yang belum dipakai dan masih ada padanya.
d)	Saldo rekening yang telah ditutup, apabila tidak diambil oleh nasabah dalam 6 bulan setelah tanggal penutupannya, maka bank berhak mengenakan biaya administrasi dengan memotong saldo bersangkutan sampai saldo rekening menjadi nihil.
e)	Pemutusan dan pengalihan hak jasa perbankan elektronik. Nasabah dapat memutuskan penggunaan jasa dengan pemberitahuan secara tertulis 30 hari sebelumnya. Nasabah tidak boleh mengalihkan penggunaan jasa, sebagian atau keseluruhan, tanpa izin tertulis lebih dahulu dari bank. Mengingat sifat jasa yang diberikan, maka bank mempunyai hak untuk setiap waktu memutuskan atau mengalihkan penggunaan jasa, sebagian atau keseluruhan, kepada perusahaan afiliasi bank, dengan ketentuan bahwa pengalihan tersebut tidak membawa pengaruh yang merugikan nasabah secara materiil.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti mendeteksi beberapa permasalahan yang akan dibagi dalam beberapa pembahasan, yakni :
a.	Pertimbangan bank dalam melakukan pemblokiran rekening secara sepihak yang didasari norma “Bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara dan/atau menutup rekening” dalam perjanjian pembukaan rekening Bank CIMB Niaga sesuai dengan konsep kerahasiaan bank dalam UU Perbankan.
b.	Akibat hukum dari pertimbangan bank dalam melakukan pemblokiran rekening secara sepihak yang didasari norma “Bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara dan/atau menutup rekening”
Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan tersebut, selanjutnya akan diketahui kesesuaian dengan UU Perbankan agar dapat diketahui permasalahan yang akan muncul dan akan lebih dijabarkan dalam pembahasan hasil penelitian.

Analisis dan Pembahasan 
1.	Pertimbangan Bank Dalam Melakukan Pemblokiran Yang Didasari Norma “Bank Atas Pertimbanganyya Sendiri Setiap Saat Berhak Memblokir Untuk Sementara Waktu dan/atau Menutup Rekening
Bank memiliki kewenangan memblokir rekening nasabah. Kewenangan tersebut dinyatakan dalam bentuk perjanjian pembukaan rekening oleh bank. Ada beberapa pihak selain bank yang diberikan kewenangan untuk meminta pemblokiran rekening nasabah kepada bank. Para pihak tersebut diantaranya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, direktorat pajak dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewenangan pihak-pihak tersebut di atas termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni Pasal 41, 41A, 42, 43 dan 44A UU Perbankan. Kewenangan untuk melakukan pemblokiran dalam pasal-pasal tersebut hanya dalam konteks pidana. Pada kenyataannya masalah mengenai pemblokiran tidak hanya menyangkut mengenai pidana saja, juga menyangkut mengenai masalah perdata.
Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, Bank CIMB Niaga melakukan pemblokiran rekening Rosman M tanpa sepengetahuan dari Rosman M. Pemblokiran rekening sepihak oleh Bank CIMB Niaga tersebut dilakukan dengan tidak adanya pemberitahuan kepada Rosman M. Pemblokiran sepihak oleh Bank CIMB Niaga dilakukan atas permintaan dari Tai Teck Chuan yang mengalami kelebihan transfer kepada Rosman M. Bank dalam melakukan pemblokiran tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Rosman M. Hal ini dikarenakan pada Bab XVIII syarat dan ketentuan pembukaan rekening Bank CIMB Niaga menyebutkan bahwa :
a)	Nasabah setiap saat dapat memblokir untuk sementara dan/atau menutup rekening melalui pemberitahuan tertulis. Permintaan untuk melepaskan blokir oleh nasabah wajib dilakukan secara tertulis pula.
b)	Bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara dan/atau menutup rekening.
c)	Dalam hal rekening telah ditutup, nasabah berkewajiban untuk sesegera mungkin mengembalikan kepada bank semua dokumen milik bank, termasuk media instruksi yang belum dipakai dan masih ada padanya.
d)	Saldo rekening yang telah ditutup, apabila tidak diambil oleh nasabah dalam 6 bulan setelah tanggal penutupannya, maka bank berhak mengenakan biaya administrasi dengan memotong saldo bersangkutan sampai saldo rekening menjadi nihil.
e)	Pemutusan dan pengalihan hak jasa perbankan elektronik. Nasabah dapat memutuskan penggunaan jasa dengan pemberitahuan secara tertulis 30 hari sebelumnya. Nasabah tidak boleh mengalihkan penggunaan jasa, sebagian atau keseluruhan, tanpa izin tertulis lebih dahulu dari bank. Mengingat sifat jasa yang diberikan, maka bank mempunyai hak untuk setiap waktu memutuskan atau mengalihkan penggunaan jasa, sebagian atau keseluruhan, kepada perusahaan afiliasi bank, dengan ketentuan bahwa pengalihan tersebut tidak membawa pengaruh yang merugikan nasabah secara materiil.

Pada poin 2 yang menyatakan bank atas pertimbangannya sendiri dapat memblokir rekening nasabah tafsirannya cukup luas. Pada poin ini bank atas pertimbangannya sendiri untuk memblokir rekening nasabah tidak terlalu jelas cakupannya. Isi dan syarat pembukaan rekening ini dibuat berdasarkan SOP dari Bank CIMB Niaga. SOP bank harus dibuat berdasarkan perundang-undangan. Pada umumnya SOP mengenai mekanisme pemblokiran rekening nasabah berisikan :
1.	Permintaan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan
1.1	Untuk setiap permintaan pemblokiran rekening nasabah yang dilakukan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan haruslah dalam bentuk tertulis. Permohonan tersebut haruslah ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah setempat apabila diminta oleh Polisi, Kejaksaan Tinggi apabila diminta oleh pihak Kejaksaan, dan Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut;
1.2	Adapun alasan rekening nasabah dapat diblokir adalah :
a.	Nasabah dinyatakan sebagai tersangka dan atau
1.3	Nasabah dinyatakan sebagai terdakwa.
1.4	Untuk permintaan pemblokiran yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim terkait permasalahan tindak pidana pencucian uang, maka permohonan tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk Kepolisian, Kejaksaan Tinggi dan atau Jaksa Agung untuk permintaan dari Kejaksaan, dan Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut;
1.5	Adapun alasan rekening nasabah dapat diblokir untuk perkara pidana pencucian uang adalah ;
a.	Nasabah yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik;
b.	Tersangka, dan atau;
c.	Terdakwa.
1.6	Dalam surat permohonannya baik untuk perkara pidana lainnya maupun perkara tindak pidana pencucian uang sekurang-kurangnya menyebutkan hal-hal sebagai berikut :
a.	Nama dan jabatan yang ditugaskan;
b.	Identitas dari nasabah yang telah dilaporkan oleh PPATK. Untuk perkara pidana lainnya tidak diperlukan;
c.	Alasan pemblokiran;
d.	Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan dan;
e.	Tempat harta kekayaan.
1.7	Jangka waktu pemblokiran untuk tindak pidana pencucian uang paling lama adalah 30 (tiga puluh) hari dan apabila jangka waktu tersebut lewat maka bank wajib mengakhiri pemblokiran tersebut demi hukum. Sementara itu, untuk tindak pidana lainnya tidak memiliki jangka waktu berakhirnya pemblokiran kecuali atas izin dari yang memohon sebagaimana disebutkan pada Point 1.1 diatas.
1.8	Setiap permintaan pemblokiran, Bank wajib segera melakukan pemblokiran setelah surat perintah pemblokiran tersebut dilakukan dan bank dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pemblokiran wajib menyampaikan berita acara pemblokiran kepada pemohon. Selama rekening nasabah diblokir simpanan nasabah tidak bisa dipindahbukukan dengan alasan apapun kecuali izin dari pemohon.

2.	Permintaan Direktorat Pajak
2.1	Permohonan pemblokiran rekening terkait Pajak harus secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak bumi dan bangunan;
2.2	Bank wajib melakukan pemblokiran seketika setelah memperoleh Surat permohonan Pemblokiran rekening tersebut dari pejabat dibidang pajak;
2.3	Untuk permintaan mengetahui jumlah simpanan nasabah, Bank harus menolaknya dan memberitahukan bahwa untuk hal tersebut harus memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu atau atas izin nasabah;
2.4	Bank wajib membuat surat berita acara pemblokiran dan surat tersebut dikirim kepada pemohon dengan tembusan Direksi;
2.5	Pemblokiran atas permintaan Direktorat Pajak wajib diberitahukan kepada nasabah dalam waktu 1 (satu) hari setelah berita acara dibuat dan pembaritahuan tersebut harus dilakukan secara lisan dan tertulis dengan melampirkan surat permohonan pemblokiran dari Direktorat Pajak dan berita acaranya.

3.	Permintaan Nasabah
3.1	Pemblokiran atas permintaan nasabah sendiri dilakukan secara tertulis;
3.2	Dalam surat permohonannya nasabah harus mencantumkan alasan pemblokiran, nomor rekening dan bank berkewajiban mencocokkan identitas pemohon dengan spesimen yang ada di bank serta dilampirkan pula kartu identitas diri. Disamping itu, nasabah berkewajiban membuat surat pernyataan bahwa sehubungan dengan pemblokiran ini maka apabila timbul permasalahan hukum terkait dengan pemblokiran ini Bank dibebaskan untuk bertanggungjawab;


4.	Permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi
4.1	Untuk permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diperlukan izin dari pemilik rekening dan Bank Indonesia.
4.2	Bagi cabang bank yang memperoleh permohonan pemblokiran rekening tersebut terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Direktur Kepatuhan dan Direktur Kepatuhan memerintahkan Group Anti Pencucian Uang khususnya Departemen Pengenalan nasabah untuk melakukan koordinasi dengan cabang.
4.3	Berita acara pemblokiran rekening tersebut ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan dengan tembusan kepada Cabang.
Berdasarkan mekanisme pemblokiran rekening di atas, salah satu pihak yang bisa meminta pemblokiran rekening adalah nasabah. Nasabah dalam pengertian ini  terlalu luas, apakah nasabah pemilik rekening atau nasabah Bank CIMB Niaga lainnya. Menurut penulis nasabah dalam pengertian ini adalah nasabah dalam arti sempit yakni nasabah pemilik rekening. Hal ini dikarenakan hubungan bank dengan nasabah dalam syarat pembukaan rekening adalah hubungan antara bank dengan nasabah pemilik rekening itu sendiri. Pertimbangan bank dalam hal ini melakukan pemblokiran atas permintaan nasabah lain yang bukan pemilik rekening tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan selain pemblokiran bukan atas permintaan nasabah ataupun pihak yang telah dijelaskan dalam mekanisme pemblokiran di atas, bank memblokir rekening atas permintaan nasabah lain tanpa ada ijin dari pemilik rekening dimana dalam hal ini pemilik rekening bukan dalam status sebagai tersangka, terdakwa, maupun terkait masalah pajak.
Bank dalam hal ini memiliki pertimbangan lain selain mekanisme pemblokiran yang telah disebutkan diatas dan berpacu pada syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang menjadi dasar dari hubungan antara bank dengan nasabah. Syarat dan ketentuan pembukaan rekening merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya” akan tetapi bank dalam melakukan tindakan pemblokiran rekening secara sepihak memiliki pertimbangan yang lain yang tidak sama dengan mekanisme pemblokiran rekening nasabah. Bank dalam membuat pertimbangan mengenai pemblokiran rekening mengesampingkan UU Perbankan dan mekanisme pemblokiran pada umumnya. Bank dalam hal ini menganggap syarat dan ketentuan pembukaan rekening merupakan perjanjian yang menjadi undang-undang antara Bank CIMB Niaga dengan Rosman M yang mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dianggap bank sesuai dengan asas hukum yakni undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (Lex specialis derogat legi generalis). 
Berkaitan dengan perjanjian pembukaan rekening Bank CIMB Niaga yang menyebutkan bahwa norma “bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara dan/atau menutup rekening” perlu dipersempit. Hal ini dikarenakan penafsiran mengenai norma ini terlalu banyak. Penafsiran bank atas pertimbangannya sendiri dapat memblokir rekening ini dapat berupa permintaan dari nasabah itu sendiri, permintaan dari nasabah lain, inisiatif bank itu sendiri yang bisa saja untuk alasan melindungi dana nasabah. Oleh karena itu penafsiran bank dalam melakukan pemblokiran sepihak menurut norma tersebut harus diperjelas. Hal ini dilakukan agar bank dalam melakukan kegiatan perbankan seperti pemblokiran rekening secara sepihak tidak terlalu banyak tafsirannya yang menyebabkan penggunaan norma itu menjadi luas. 
Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan Modern menyatakan bahwa :
Rekening dari seorang nasabah pada bank yang bersangkutan merupakan rahasia bank yang harus dijaga baik-baik oleh bank. Akan tetapi kadangkala pihak-pihak yang berwenang berkepentingan untuk melakukan sesuatu terhadap rekening yang bersangkutan. Misalnya apabila terdapat dugaan bahwa orang si pemilik rekening melakukan kejahatan yang oleh hukum memberikan kemungkinan agar seluruh milik nasabah termasuk rekening bank tersebut disita oleh pengadilan. Ataupun uang dalam rekening itu sendiri diduga sebagai hasil dari kejahatan. Misalnya hasil dari money laundring. Maka dalam hal-hal tersebut sungguhpun rekening nasabah merupakan rahasia bank , tetapi hal tersebut merupakan hal-hal yang oleh undang-undang diberikan kenungkinan untuk dibuka rahasia tersebut. Asalakan dilakukan menurut prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.​[4]​

Mengingat juga dalam hal ini menurut Pasal 40 UU Perbankan yang menyatakan bahwa
1.	Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
2.	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi. 

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Munir Fuady dan isi dari pasal 40 UU Perbankan maka rekening merupakan rahasia bank yang harus dijaga kerahasiaannya oleh bank. Hal tersebut dikuatkan pula dengan teori asas rahasia bank yang juga dikemukakan oleh Munir Fuady yaitu :
Ada 2 (dua) teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank yakni sebagai berikut :
a)	Teori Mutlak
Teori ini menjelaskan bahwa rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapapun dan dalam hal apapun.
b)	Teori Relatif
Menurut teori ini rahasia bank tetap diikuti tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos. Misalnya untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana.​[5]​
Pertimbangan bank dalam melakukan pemblokiran dalam hal ini dirasa tidak sesuai dengan konsep kerahasiaan bank yang telah dijabarkan di atas.

2.	Akibat Hukum Dari Pertimbangan Bank Dalam Melakukan Pemblokiran Rekening Sepihak Yang Didasari Norma “Bank Atas Pertimbangannya Sendiri Setiap Saat Berhak Memblokir Untuk Sementara dan/atau Menutup Rekening”
Bank dalam memblokir rekening nasabah perlu terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemilik rekening yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan rekening nasabah merupakan rahasia bank yang harus dijaga kerahasiaannya oleh bank. Hal ini sesuai dengan Pasal 40 UU Perbankan yang menyatakan bahwa :
(1)	Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.  
Ada beberapa pengecualian rahasia bank dapat dibuka, sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A UU Perbankan sebagai berikut :
a.	Untuk kepentingan perpajakan
b.	Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BPUPLN/PUPN
c.	Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana
d.	Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah
e.	Dalam tukar menukar informasi antar bank
f.	Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya
Pemblokiran yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga terhadap rekening Rosman M tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari nasabah yang bersangkutan tentunya merugikan nasabah. Bank beralasan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam syarat dan ketentuan umum pembukaan rekening. Kewenangan bank terkait pemblokiran suatu rekening tidak termuat dalam UU Perbankan, UU Perbankan hanya menjelaskan mengenai pembukaan rahasia bank. Kewenangan bank terkait pemblokiran hanya tersirat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lain dan tidak ada satupun yang membahas mengenai pemblokiran dalam ranah perdata. Tidak adanya pengaturan mengenai pemblokiran dalam ranah perdata juga berakibat tidak termuat pula tanggungjawab bank bila pemblokiran yang dilakukannya merugikan nasabah.
Awal mula hubungan yang terjadi antara bank dengan nasabah dimulai dari adanya perjanjian pembukaan dan penutupan rekening. Perjanjian antara Bank CIMB Niaga dengan nasabah tersebut menimbulkan hak dan kewajiban berbentuk prestasi bagi para pihak. Hak dan kewajiban bank dan nasabah di antaranya sebagai berikut:
1)	Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2)	Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3)	Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian.
4)	Mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga
5)	Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah ditentukan.
6)	Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank.
7)	Mengembalikan anggunan dalam hal kredit telah lunas.

Sebaliknya bank berhak untuk :
a)	Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah.
b)	Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama.
c)	Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
d)	Pemutusan rekening nasabah (klausul ini cukup banyak ditemui dalam praktik).
e)	Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening.

Kewajiban nasabah :
a)	Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah.
b)	Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank.
c)	Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini, dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan.
d)	Membayar provisi yang ditentukan oleh bank.
e)	Menyerahkan buku cek atau giro bilyet tabungan.
Nasabah berhak untuk :
a)	Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu ATM.
b)	Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
c)	Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia bank.
d)	Mendapatkan agunan kembali, bila kredit yang disimpan telah lunas.
e)	Mendapatkan sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar.​[6]​
Bank CIMB Niaga dalam membuat pertimbangan memblokir rekening Rosman M dianggap penulis tidak sesuai dengan kewajiban bank dalam melakukan tugasnya yang dijelaskan di atas sesuai dengan poin a kewajiban bank yakni “Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain”. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 40 UU Perbankan yang telah dijelaskan di atas. Pertimbangan bank dalam memblokir rekening nasabah yang tidak sesuai dengan konsep kerahasiaan UU Perbankan dan juga kewajiban bank menimbulkan akibat hukum yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. 
Berdasarkan permasalahan di atas penulis menganggap bahwa  perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan pertimbangan bank untuk memblokir rekening nasabaah tidak sesuai dengan konsep kerahasiaan bank dalam UU Perbankan. Istilah perbuatan melawan hukum termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata  yang menyatakan bahwa : “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Bank dalam hal ini melawan perbuatan hukum dikarenakan perbuatan hukum itu berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan oleh undang-undang.
Unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum yaitu :
a.	Adanya suatu perbuatan
Unsur  perbuatan sebagai unsur pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).​[7]​ Berkaitan dengan kasus dalam penelitian ini,  adanya suatu perbuatan yakni perbuatan Bank CIMB Niaga yang memblokir rekening Rosman M secara sepihak dengan sengaja.
b.	Perbuatan tersebut melawan hukum
Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a)	Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
b)	Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
c)	Bertentangan dengan kesusilaan
d)	Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.​[8]​
Berkaitan dengan permasalahan dalam  penelitian ini, Bank CIMB Niaga dalam melakukan pemblokiran rekening milik Rosman M telah memenuhi 4 (empat) syarat perbuatan melawan hukum sebagai berikut :
a)	Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
Kewajiban bank kepada nasabahnya adalah menjaga segala informasi terkait nasabahnya termasuk rekening nasabah tersebut. Kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan mengenai nasabahnya termuat dalam Pasal 40 UU Perbankan yang menyatakan bahwa :
1)	Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah  penyimpan  dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.
Ada beberapa pengecualian rahasia bank dapat  dibuka, sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A UU Perbankan sebagai berikut :
1)	Untuk kepentingan perpajakan
2)	Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BPUPLN/PUPN
3)	Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana
4)	Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah
5)	Dalam tukar menukar informasi antar bank
6)	Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya
Selanjutnya, disebutkan pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya  disebut UU Perbankan Syariah) yang menyatakan bahwa : “Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan  dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya”.
UU Perbankan Syariah juga memberi ketentuan mengenai pembukaan rahasia bank yang termuat dalam beberapa pasal yakni dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 UU Perbankan Syariah yang tidak berbeda jauh dengan yang termuat dalam UU Perbankan. Mengenai rekening nasabah yang merupakan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, bank dapat membuka rahasia bank dalam hal ini rekening atas perintah dari kepolisian, hakim, jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan persetujuan dari Gubernur Bank Indonesia tanpa persetujuan dari pemilik rekening. Pembukaan rahasia bank dalam hal ini yaitu rekening yang dilakukan mempunyai tujuan untuk mencari keterangan terkait rekening nasabah yang diduga melakukan tindak pidana. Sebelum dilakukan pembukaan rahasia bank terlebih dahulu bank melakukan pemblokiran rekening agar dalam pencarian keterangan terhadap nasabah tersebut tidak terjadi perubahan. Hal ini sesuai dengan  Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang  Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
Berdasarkan apa yang telah termuat dalam UU Perbankan berkaitan dengan pengecualian pembukaan rahasia bank, dalam poin 6  (enam) menyatakan bahwa dalam memblokir bank harus mendapat persetujuan dari nasabah, dalam hal ini adalah Rosman M. Pemblokiran yang dilakukan Bank CIMB Niaga tanpa persetujuan dari nasabah menurut penulis tidak sesuai dengan UU Perbankan terkait pengecualian pembukaan rahasia bank dan  tidak sesuai dengan kewajiban bank seharusnya. Hal ini dikarenakan pemblokiran yang dilakukan Bank CIMB Niaga tersebut dilakukan tidak atas ijin pemilik rekening yang bersangkutan yakni Rosman M. Bank boleh melakukan pemblokiran rekening secara sepihak tanpa ijin pemilik rekening sesuai penjelasan diatas. Pada sisi lain, bank melakukan pemblokiran rekening secara sepihak terhadap rekening Rosman M tanpa ijin Rosman M. Padahal dalam hal ini Rosman M bukanlah orang yang termasuk dalam tersangka kasus pidana melainkan hanya dalam ranah perdata antara Bank CIMB Niaga itu sendiri dengan Rosman M atas kasus kelebihan transfer dana saja.
b)	Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
Bank dan nasabah memiliki hak dan kewajiban masing-masing.  Bank  dalam hal ini melanggar hak dari nasabah yaitu Rosman M. Hal ini dikarenakan bank dalam melakukan pemblokiran rekening tanpa memberitahukan dan meminta ijin kepada nasabah pemilik rekening. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif  nasabah yang seharusnya mendapat pemberitahuan atas setiap perubahan yang dilakukan bank atas rekening tersebut.
Selain itu, akibat dari pemblokiran nasabah tersebut hak-hak orang lain tidak terpenuhi. Hak-hak orang lain tersebut seperti hak untuk mendapatkan uang pemilik armada truk Ismail Novendra dari Rosman M dan hak untuk mendapatkan uang atas pengangkutan batu besi Edisnal dari Rosman M. Akibat pemblokiran yang dilakukan Bank CIMB Niaga hakhak untuk mendapatkan uang dari Rosman M menjadi terhambat y ang akan berdampak dengan adanya kerugian atas penundaan pembayaran tersebut.
c)	Bertentangan dengan kesusilaan
Kegiatan pemblokiran yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga terhadap rekening Rosman M merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Hal ini dikarenakan rekening yang diblokir adalah rekening milik Rosman M. Kesusilaan merupakan norma yang berkembang di masyarakat di luar undang-undang. Pemblokiran rekening yang dilakukan Bank CIMB Niaga terhadap rekening Rosman M tanpa ijin dari Rosman merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Rekening milik Rosman seperti halnya barang yang dimiliki oleh Rosman M, jika barang tersebut ingin dipakai atau dirubah oleh orang lain seharusnya orang tersebut meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang tersebut.
d)	Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
Bank dikatakan bertentangan dengan prinsip ini yaitu dalam mengambil keputusan untuk memblokir rekening nasabah dalam hal ini Rosman M tidaklah patut. Hal ini dilakukan karena dalam melakukan pemblokiran tersebut bank tidak didasari dengan ijin dari pemilik rekening tersebut. Padahal di dalam  UU Perbankan sudah jelas dikatakan bahwa pemblokiran boleh dilakukan tanpa ijin pemilik rekening dalam hal pemilik rekening tersebut merupakan tersangka ataupun memiliki piutang pajak. Selanjutnya, dalam melakukan transaksi pengiriman uang bank tidak teliti dan hati-hati untuk melaksanakan tugasnya. Seharusnya bank melakukan pengecekan uang yang akan dikirim serta menanyakan kepada nasabah pengirim mengenai jumlah uang yang akan dikirim apakah uang yang akan dikirim tersebut sudah benar atau tidak. 
c.	Adanya suatu kesalahan
Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas dimana (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur  melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah.​[9]​ Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, kesalahan yang dilakukan oleh  Bank CIMB Niaga adalah melakukan pemblokiran rekening secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan atau ijin dari nasabah yakni Rosman M.
d.	Adanya suatu kerugian
Pasal 1365 KUHPerdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan : “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”. Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan : “Dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.​[10]​ Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, akibat dari pemblokiran rekening secara sepihak ini, Rosman M mengalami kerugian yang mana dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah agung tidak mengabulkan tuntutan ganti kerugian yang telah diajukan.
e.	Adanya hubungan kausul (sebab akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan
Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang  diderita haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.  Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, akibat dari pemblokiran rekening secara sepihak oleh  Bank CIMB Niaga terhadap rekening dari Rosman M tanpa pemberitahuan dan ijin dari pemilik rekening mengakibatkan Rosman M harus mengalami kerugian.




Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemblokiran secara sepihak yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga terhadap nasabahnya Rosman M, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :
1.	Bank memiliki pertimbangan lain selain peraturan internnya yang berupa SOP dan berpacu pada syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang menjadi dasar dari hubungan antara bank dengan nasabah. Bank dalam membuat pertimbangan mengenai pemblokiran rekening mengesampingkan UU Perbankan dan SOP yang dibuat. Bank dalam hal ini menganggap syarat dan ketentuan pembukaan rekening merupakan perjanjian yang menjadi undang-undang antara Bank CIMB Niaga dengan Rosman M yang mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dianggap bank sesuai dengan asas hukum yakni undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (Lex specialis derogat legi generalis). Berkaitan dengan perjanjian pembukaan rekening Bank CIMB Niaga yang menyebutkan bahwa norma “bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara dan/atau menutup rekening” perlu dipersempit. Hal ini dikarenakan penafsiran mengenai norma ini terlalu luas. Oleh karena itu penafsiran bank dalam melakukan pemblokiran sepihak menurut norma tersebut harus diperjelas.
2.	Pemblokiran yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga terhadap rekening Rosman M tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari nasabah tidak dapat dibenarkan. Akibat dari pemblokiran tanpa ijin dari nasabah pemilik rekening merugikan nasabah yang akan melakukan transaksi pebarikan maupun pengiriman uang. Bank beralasan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam syarat dan ketentuan umum pembukaan rekening. Berdasarkan permasalahan di atas penulis menganggap bahwa  perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum sesuai yang termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata  yang menyatakan bahwa : “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Bank dalam hal ini dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan hukum itu berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini dikarenakan pertimbangan bank dengan mengabulkan permintaan pemblokiran dari nasabah lain tidak sesuai dengan konsep kerahasiaan bank.

Saran
Penulis memberikan saran kepada pembaca melalui tulisan ini bahwa diharapkan :
a.	Bagi bank diharapkan dalam pembuatan perjanjian pembukaan rekening harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi permasalahan berkaitan dengan pemblokiran rekening secara sepihak yang dilakukan tanpa ijin nasabah serta membuat perjanjian yang dapat dipahami nasabah agar tidak merugikan nasabah.
b.	Bagi nasabah diharapkan dapat lebih memahami dan membaca semua  perjanjian yang dibuat oleh bank agar dalam melaksanakan kegiatan perbankan tidak terjadi permasalahan yang dapat merugikan para pihak dalam pelaksanaannya.
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